
2. Warga negara Hongaria, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang
sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah
dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak
melebihi tiga puluh (30) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.

1. Warga negara Republik Indonesia, yang memiliki paspor diplomatik atau paspor
dinas yang sah, dapat masuk dan meninggalkan wilayah Hongaria tanpa visa
dan tinggal disana tanpa izin tinggal untuk suatu jangka waktu tinggal yang tidak
melebihi sembilan puluh (90) hari dalam jangka waktu seratus delapan puluh
(180) hari sejak tanggal pertama masuk.

Pasal 1
PEMBEBASAN VIISA

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan bersahabat dan kerja sama mereka
lebih lanjut dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan
dinas Republik Indonesia dan Hongaria;

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria, selanjutnya disebut
"Para Pihak";

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH HONGARIA

MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR

DIPLOMATIK DAN DINAS

ltEPUB LI INDONESIA



2. Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak pihak berwenang dari masing
masing Pihak untuk menolak izin masuk atau mempersingkat jangka waktu
tinggal di wilayah dari warga negara Pihak lainnya, yang tersebut di Pasal 1,
yang dianggap tidak dikehendaki atau dianggap berbahaya bagi kedamaian
masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional.

1. Persetujuan ini tidak akan mengecualikan warga negara masing-masing Pihak
pemegang paspor diplomatik atau dinas dari kewajiban untuk menghormati
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak lain.

Pasal5
HAK PIHAK BERWENANG

Masa berlaku paspor diplornatik atau dinas yang dimiliki warga negara masing
masing Pihak sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada saat tanggal masuk ke
wilayah Pihak lain.

Pasal4
MASA BERLAKU PASPOR

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang
tercantum di Pasal 1 Persetujuan ini, dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak
lain melalui titik-titik pelintasan batas yang diperuntukkan bagi lalu lintas perjalanan
internasional.

Pasal3
PERSYARATAN KELUAR DAN MASUK

Warga negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor
diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos
konsuler serta perwakilan organisasi internasional, yang bertempat di wilayah
Pihak lain, terrnasuk anggota keluarga yang merupakan bagian rumah tangga
rnereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa sebelum memasuki wilayah
Pihak tersebut.

Pasal2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONiSULER



Persetujuan ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama secara
tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut wajib mulai berlaku sesuai
dengan Pasal 10 ayat 1 Persetujuan ini, dan menjadi bag ian yang tidak
terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal8
PERU BAHAN

3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor
diplomatik atau dinasnya di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera
memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima
melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi
diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada
orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, suatu
dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, serta
modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib mengirimkan contoh
contoh dari paspor-paspor tersebut dan saling memberitahukan setiap
perubahan tersebut secara tertulis, melalui saluran diplomatik tidak lebih dari
tiga puluh (30) hari sebelum pengenalan resminya.

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas
mereka melalui saluran diplomatik dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum
berlakunya Persetujuan ini.

Pasal7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJAtANAN

3. Penundaan pelaksanaan Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dari
warga negara, yang tercantum di Pasal 1 Persetujuan ini, yang sudah terlebih
dahulu tinggal di wilayah negara Penerima.

2. Pihak lain harus diberitahukan melalui saluran diplomatik dalam waktu tiga
puluh (30) hari mengenai penundaan dan berlaku kembalinya Persetujuan ini.

1. Masing-masing Pihak dapat secara sementara menunda, secara sebagian atau
keseluruhan, pelaksanaan dari Persetujuan ini untuk alasan keamanan
nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan umum.

Pasal6
PENUNDAAN



. atalegawa
I ar Negeri

UNTUK PEMERINTAH
HONGARIA

Dibuat di Jakarta, pada .2..4. April ..29.l. ~ dalarn dua rangkap asli dalam
Bahasa Indonesia, Hongaria, dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang
sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris
yang berlaku.

2. Persetujuan ini ditandatangani untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah
satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.
Pengakhiran tersebut akan berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal
penerimaan pemberitahuan tertulis mengenai Pengakhiran dari Pihak lain.

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan,
pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik, , dimana Para Pihak akan
memberitahukan satu sama lainnya secara resmi bahwa prosedur internal
masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

Pasaf10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAIKHIRAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang tirnbul di antara Para Pihak berkaitan
dengan pelaksanaan atau penafsiran dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara
damai melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak tanpa merujuk Pihak
ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal9
PENYELESAIAN SENGKETA



2. Maqyarorszaq ervenyes diplomata vagy szolqalati utlevellel rendelkez6
allampolqarai, a belepeseiktol szarnltott harmine (30) napot meg nem halad6
id6tartamra vfzum nelkul utazhatnak be, utazhatnak at, es vfzum nelkul
tart6zkodhatnak az lndonez Koztarsasaq teruleten.

1. Az lndonez Koztarsasaq diplomata vagy szolqalati utlevellel rendelkez6
allampolqarai, az else belepestol szarnltott szaznyolcvan (180) napos
idoszakonkent kileneven (90) napot meg nem halad6 id6tartamra vfzum
nelkul utazhatnak be, es haqyhatjak el Maqyarorszaq teruletet, illetve ott
tartozkodasra jogosft6 enqedely nelkul tart6zkodhatnak.

1. Cikk
ViZUMMENTESSEG

az alabbiakban allapcdnak meg:

a ket orszaq vonatkoz6 joqszabalyainak figyelembe vetelevel

att61 a szandektol vezerelve, hogy a diplomata es szolqalati utlevellel
rendelkez6 allarnpolqaraik beutazasanak meqkonnyltesevel meqerositsek a az
lndonez Koztarsasaq es Maqyarorszaq kozotti barati kapesolatok fejlodeset es
az eqyuttrnukodest, valamint

a ket fel kozott fennallo barati kapesolatokra figyelemmel,

az lndonez Koztarsasaq Korrnanya es Maqyarorszaq Korrnanya (a
tovabbiakban: .Felek"),

MEGALLAPOoAs

AZ INOONEZ KOZTARSASAG KORMANYA

ES

MAGYARORSZAG KORMANYA

KOZOTT A DIPLOMATA ES SZOLGALATI UTLEVELLEL RENOELKEZO

ALLAMPOlGARAIK ViZUMMENTESSEGEROL

REPUBLIK INDONESIA



2. Mincket Fel fenntartja a jogot, hogy az 1. cikkben rneqhatarozott
allarnpolqaraiknak a rnasik Fel allarnanak teruletere torteno beutazasat az
.lletekes hatosaqaik rneqtaqadjak vagy az ott tartozkodasukat lerovidltsek, ha
azok kozrendi, kozbiztonsaqi vagy kozeqeszsequqyi okb61 nem
kivanatosnak, illetve veszelyesnek minosulnek.

1. A jelen Meqallapodas rendelkezesei nem mentesltik a masik Fel diplomats
vagy szolqalati utlevellel rendelkez6 allarnpolqarait azon kotelezettseq a161,
hogy a masik Fel allarnanak teruleten hatalyban levo jcqszabalyokat
betartsak.

S.Cikk
HATOSAGOK JOGAI

Az egyik Fel diplomata vagy szolqalati utlevellel rendelkez6 allarnpolqarainak a
rnasik Fel allarnanak teruletere torteno beutazaskor a belepes idopontjatol
szamltott ieqalabb hat (6) h6napig ervenyes uti okrnannyal kell rendelkezniuk.

4. Cikk
AZ UTLEVEK ERVENYESSEGE

A Felek jelen Meqallapcdas 1. cikke szerinti diplomata vagy szolqalati utlevellel
rendelkez6 allampolqarai a rnasik Fel allarnanak teruletere torteno belepesre es
az onnan val6 kilepesre a nemzetkbzi hatarforqalorn szarnara nyitva allo
hataratkelohelyeket vehetik iqenybe.

3. Cikk
A BE- ES KIUTAZAs FELTETELEI

Az egyik Fel allarnanak a rnasik Fel allarnaban akkreditalt diplomaciai vagy
konzuli kepviseletein, valamint a masik Fel allarnanak teruleten mukodo
nemzetkbzi szervezeteknel szolqalatot teljesft6 azon allarnpolqarai, akik
ervenyes diplomata vagy szolqalati utlevellel rendelkeznek, valamint ezen
szernelyekkel kozos haztartasban el6 csaladtaqjaik, el6zetesen kiallltott vfzum
birtokaban lephetnek be a rnasik Fel allarnanak teruletere.

2. Cikk
A DIPLOMAclAI VAGY KONZULI KEPVISELETEK TAGJAINAK ViZUMA



A jelen Meqallapcdas kizarolaq a Felek kozotti kolcsonos irasbeli
rneqeqyezessel m6dosfthat6. Ez a rnodositas a jelen Meqallapodas 10.
Cikkenek 1. pontjaban foglaltaknak meqfeleloen lep hatalyba, es a jelen
Megallapodas szerves reszet kepezi.

8. Cikk
A MEGALLAPODAs MooosiTAsA

3. Amennyiben valamelyik Fel allarnpolqara a rnasik Fel teruleten elveszfti
diplomata vagy szolqalati utlevelet, vagy az rneqronqalodik, az
allampolqarsaqa szerinti allarn diplornaciai vagy konzuli kepviseleten
keresztul azonnal erteslti errol a fogad6 allarn illetekes hatosaqait Az erintett
diplornaciai vagy konzuli kepviselet allamanak belso joqszabalyaival
dsszhangban az emlitett szernelynek hazateresre jogosft6 uti okmanyt allit ki.

2. Amennyiben a Felek uj diplomata es szolqalati utleveleket bocsatanak ki,
vagy modositjak a forgalomban levo utleveleiket, ezeknek az utleveleknek a
rnintapeldanyait a kibocsatast vagy modositast rneqelozoen leqalabb
harmine (30) nappal diplomaciai uton eljuttatjak a rnasik Fel reszere.

1. A Felek a jelen Meqallapodas hatalyba lepesetol szarnitott harmine (30)
napon belul diplornaciai uton meqkuldik eqyrnasnak diplomata es szolqalati
utleveleik mintapeldanyait.

7. Cikk
UTLEVEL VAGY UTI OKMANY MINTAK

3. A jelen Meqatlapodas alkalmazasanak felfuqqesztese nem erinti a jelen
Meqatlapodas 1. eikke szerinti azon allarnpolqarok jogait, akik a
felfuqqesztes idopontjaban mar a rnasik Fel allarnanak a teruleten
tart6zkod nak.

2. A telfuqqesztes bevezeteserol es annak feloldasaro' harmine (30) napon
belul diplomaciai uton ertesiteni kell a rnasik Felet.

1. Kozrendi, kozbiztonsaqi vagy kozeqeszsequqyi okb61 a Felek barmelyike
reszben vagy eqeszben, ideiglenesen felfUggesztheti a jelen Meqallapodas
alkalrnazasat.

6. Cikk
FELFUGGESZTES



R.

neveben:
Maqyarorszaq Kcrmanya

A jelen Meqallapodas Jakart aban, 2012. aprilis ...~1- ....) .4Q.I)~.-en kelt, ket
eredeti peldanyban, indonez, magyar es angol nyelven, melyek kozul mindegyik
szbveg eqyarant hiteles. Ertelmezesbeli kulonbseqek eseten az angol nyelvu
szbveg az iranyado

az lndonez bzta~' 9 Korrnanya
ne ~~:~f

2. A jelen Meqallapcdas hatarozatlan id6re sz61, azt barmelyik Fel irasban,
diplornaciai uton felmondhatja. A jelen Meqallapodas a felrnondasrol sz616
ertesites kezhezveteletol szarnltott kilencvenedik (90.) nap elteltevel szunik
meg.

1. A jelen Meqallapodas a hatalybalepeshez szukseqes belso jogi eljarasok
teljesiteserol sz616 irasbeli, diplornaciai uton tortent ertesltesek kozul az
utols6 kezhezveteletol szamltott harmincadik (30.) napon 'ep hatalyba.

10. Cikk
HATALYBALEPES,ERVENYESSEG,FELMONDAs

A jelen Meqallapodas veqrehajtasa vagy ertelmezese soran felmerulo vita kat a
Felek bekesen, tarqyatasok es konzultaciok utian, harmadik allarn vagy
nemzetkbzi bfr6i f6rum bevonasa nelkul rendezik.

9. Cikk
JOGVITAK RENDEZESE



2. Nationals of Hungary, holders of valid diplomatic or service passport, shall not
be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the I

Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding thirty (30) days,
counted from the date of each entry.

1. Nationals of the Republic of Indonesia, who are in possession of a valid
diplomatic or service passports, may enter and leave the territory of Hungary
without a visa and stay there without a permission for residence for a period of
stay not exceeding ninety (90) days within a period of one hundred and eighty
(180) days from the time of their first entry.

Article 1
VISA EXEMPTION

Have agreed as follows:

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

DESIRING to further strengthen their friendly relations and cooperation by
facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic
of Indonesia and Hungary;

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary,
hereinafter referred to as "the Parties";

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF HUNGARY

ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

REPUBLIK INDONESIA



1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of
this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

Article 6
SUSPENSION

2. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either
Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the
other Party, specified in Article 1, who are considered undesirable or likely to
endanger public peace, public order, public health or national security.

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party holding diplomatic or
service passports from the obligation to respect the legislations and regulations
enforced in the territory of the other Party.

Article 5
RIGHTS OF AUTHORITIES

The validity of diplomatic or service passports in the possession of nationals of
either Party shall be at least six (6) months on the date of entry into the territory of
the other Party.

Article 4
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

Nationals of the Parties, holders of valid diplomatic or service passport mentioned
in Article 1 of this Agreement, may enter and leave the territory of the State of the
other Party at any border crossing points designated for international passenger
traffic.

Article 3
ENTRY AND IEXIT CONDITIONS

Nationals of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passport
and assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as
representatives of international organisations, located in the territory of the other
Party, including their family members belonging to their household shall be
required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.

Article 2
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION



Any difference or dispute arising between the Parties in relation to the
implementation or interpretation of this Agreement shall be settled amicably by
consultations and negotiations between the Parties without reference to any third
party or an international tribunal.

Article 9
DISPUTES SETTLEMENT

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties.
Such amendment or revision shall enter into force in accordance with Article 10
paragraph 1 of this Agreement, and formed as integral parts of this Agreement.

Article 8
AMENDMENTS

3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service
passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the
competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or
consular office of the country of their nationality. The diplomatic mission or
consular office concerned shall issue to the aforementioned persons a
document for returning to the country of their nationality, in conformity with the
legislation of their country.

2. In case of introduction of new diplomatic and service passports, as well as,
modifications to the existing ones, the Parties shall transmit the specimens of
the said passports and inform about any changes, to each other in writing,
through diplomatic channels not later than thirty (30) days prior to their official
introd uction.

1. The Parties shall exchange specimens of their diplomatic and service passports
through diplomatic channels within thirty (30) days of the entry into force of this
Agreement.

Article 7
SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the
rights of nationals, mentioned in Articles 1 of this Agreement, who already stay
in the territory of the receiving State.

2. The other Party must be notified through diplomatic channels within thirty (30)
days about the suspension and re-entering into force of this Agreement.



artonyi
r oreign Affairs

. atalegawa
f Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
HUNGARY

RNMENT OF
F INDONESIA

D t J k rt A ·I 2.4 2012. . t .. I . . I d .one a a a a, on pn , In wo onqma s copies, In n onesian,
Hungarian, and English languages, all text being equally authentic. In case of any
divergence in interpretation, the English text shall prevail.

2. This Agreement is signed for an indefinite period of time, unless either Party
decides to terminate this Agreement by giving written notification to the other
Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90)
days after the date of the receipt of the last written notification of termination by
other Party.

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the
receipt, through diplomatic channels, of the last written notification, by which the
Parties shall formally communicate to each other that their respective internal
procedures required for its entry into force have been completed.

Articte 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION


